8

[bookmark: _Toc138395546][bookmark: _Toc134180315][bookmark: _Toc131022002][bookmark: _Toc130837800]BAB I
[bookmark: _Toc138395547][bookmark: _Toc134180316][bookmark: _Toc131022003]PENDAHULUAN

1. [bookmark: _Toc138395548][bookmark: _Toc134180317][bookmark: _Toc131022004]Latar Belakang Penelitian
[bookmark: _Toc138395549]Implementasi Kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik.
[bookmark: _Toc138395550]Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.
[bookmark: _Toc138395551]Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, dalam hal ini dapat berupa undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Berupa identifikasi masalah yang hendak dicapai dengan melalui berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.
[bookmark: _Toc138395552]Proses implementasi kebijakan, sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksanaan, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada giliran berikutnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (intended impact) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effect).
Wahab, Abdul (1997) dalam Wahab (2014:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan:
“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.”

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Syahrul (2019) menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode survey dan wawancara untuk mengevaluasi implementasi kebijakan forum kewaspadaan dini masyarakat di kabupaten brebes. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya.
Meter dan Horn (1979) dalam Suaib (2016:82) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: 
“Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang di publik dan membuktikan individu dan kelompok yang diarakan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”.

Dengan demikian setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya merupakan bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan.
Van Meter dan Van Horn (1978) dalam Suaib (2016:81) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu atau kelompok publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Makna perumusan diatas ialah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Mazmanian dan Sabatier (1981) dalam Suaib (2016:93), Dalam Implementasi Kebijakan mengakui dimana target group merupakan tujuan utama kebijakan, kemampuan strategi manajemen diperlukan bagi dukungan proses perubahan perilaku target group. Kemampuan manajerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program secara fiskal tidak mismanagement, tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik internal.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah di badan kesatuan bangsa dan politik dengan tujuan untuk melakukan cegah dini dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Untuk pelaksanaan Kewaspadan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat, Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati, Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kuwu atau Lurah.
Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tugas dan kewajiban Bupati. Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Meliputi:
1. Pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di daerah. 
1. Pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
1. Pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. 
1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat melimpahkan kepada Wakil Bupati.
Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat. Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Meliputi: 
1. Pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan. 
1. Pengkoordinasian Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain, dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan. 
1. Pengkoordinasian kegiatan instansi di Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dan pengkoordinasian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Kuwu, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan.
Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan menjadi tugas dan kewajiban Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain. Tugas dan kewajiban Kuwu/Lurah atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Meliputi: 
1. Pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan.
1. Pengkoordinasian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.
Penulis memilih di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon sebagai lokasi karena selain Penulis mendapatkan pengalaman tentang Pengalaman bagaimana merumuskan suatu kebijakan, dan bagaimana suatu pembinaan di dalam objek penelitian.

1. [bookmark: _Toc131022005][bookmark: _Toc134180318][bookmark: _Toc138395553][bookmark: _Toc131457939]Rumusan Masalah
[bookmark: _Toc132021042][bookmark: _Toc131457940]Berdasarkan permasalahan yang sudah diteliti, Peneliti menyatakan rumusan masalah yaitu: “Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon”.
Rumusan Masalah dalam permasalahan sebagai berikut yang akan dianalisis, yaitu:
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon?
1. Apa Saja Hambatan Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon?
1. Apa Upaya Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon?





1. [bookmark: _Toc138395554][bookmark: _Toc134180319][bookmark: _Toc131022006]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
0. [bookmark: _Toc138395555][bookmark: _Toc134180320][bookmark: _Toc131022007]Tujuan Penelitian
       Sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mewujudkan disiplin di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
1. Untuk mengetahui hambatan tentang Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mewujudkan disiplin di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

0. Kegunaan Penelitian 
[bookmark: _GoBack]      Dari hasil penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang penulis diharapkan adalah sebagai berikut:
0. Secara Teoritis
0. Referensi penelitian tentang administrasi publik menambah pengetahuan peneliti tentang Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
0. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama.
0. Secara Praktis
1. Kegunaan bagi institusi/lembaga yang menjadi lokasi penelitian serta bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.
1. Bagi penulis diharapkan dapat mengetahui dan mengembangkan Administrasi Publik terutama tentang Implementasi Kebijakan.
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